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BUPATI PEMALANG

PERATURAN EUPATI PEMALANG
NOMOR 15.A TAHUN 2009

TENTANG

KETENTUAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG DAN BELANJA
PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

. bahwa telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang

Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pemalang :

. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten

Pemalang Nomor 11 Tahun 2007 menyebutkan bahwa kepada
Pimpinan dan Anggoa DPRD diberikan penerimaan lain berupa
Tunjangan Kamunikasi Intensif;

bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten
Pemalang Nomor 11 Tahun 2007 menyebutkan bahwa kepada
Pimpinan DPRD dberikan Belanja Penunjang Operasional
Pimpinan yang diberixan setiap bulan dengan mempertimbangkan
kemampuan keuangan daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Ketentuan Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pemalang dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Deerah Kabupaten Pemalang,

. Undang-Undang Norror 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2003 Nomor
92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4310) ;
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3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844) ;

4. Undang-Undang MNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan
Mulai Berlakunya Lindang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan HKeuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Feraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran
dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta
Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana
Operasional;

9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 1 Agustus 2004
Nomor : 171/48/2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan
Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pemalang;

10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 5 Nopember 2004
Nomor : 170/99/2004 tentang Peresmian Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;
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Menetapkan

11.Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 2006
Nomor 171/55/2006 tentang Peresmian Wakil Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Dzerah Kabupaten Pemalang;

12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 6 September 2008
Nomor : 171/57/2006 tentang Peresmian Pemberhentian dan
Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang ;

13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 7 April 2008 Nomor :
170/13/2008 tentang Peresmian Pemberhentian Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang;

14. Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 12 Juni 2008 Nomor :
170/30/2008 tentang Peresmian Pengangkatan Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang;

15.Keputusan Gubermnur Jawa Tengah tanggal 24 Oktober 2008
Nomor : 170/57/2008 tentang Peresmian Pemberhentian dan
Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Kedudukzn Protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 12);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2007
tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran
Daerah Kabupaten Femalang Tahun 2007 Nomor 11);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20 Tahun 2008
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2008 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN TUNJANGAN

KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG DAN
BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG.

Pasal 1

(1) Selain menerima penghasilan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun
2007 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang,
diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.
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(2) Selain Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor
11 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang,
kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pemalang disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan.

(3) Ketentuan besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan Belanja Penunjang Operasional
Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah,

Pasal 2

(1) Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Pemalang dihitung
sebagai berikut : Pendapatan Umum Daerah dikurangi Belanja
Pegawai Negeri Sipil Daerah.

(2) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas pendapatan asli daerah ditambah dana bagi hasil dan
dana alokasi umum.

(3) Belanja Pegawai Nageri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), terdiri atas gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil
Daerah yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan
jabatan, tunjangan beras dan tunjangan pajak penghasilan (PPh
Pasal 21).

Pasal 3

Berdasarkan hitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun
Anggaran 2009 sebesar Rp. 252.235.369.000,00 (dua ratus lima
puluh dua milyar dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh
sembilan ribu rupiah) dan termasuk dalam kategori Kemampuan
Keuangan Daerah Sedang.

Pasal 4

Besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), ditetapkan sebesar
2 (dua) kali uang representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Femalang atau sama dengan Rp. 4.200.000,00
(empat juta dua ratus ribu rupiah) per bulan.
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Pasal 5

Besarnya Belanja Penunjang Operasional bagi Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2). ditetapkan sebesar 4 (empat) kali
uang representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pemalang ditambah 2% (dua seperdua) kali jumlah uang
representasi seluruh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pemalang atau sama dengan Rp. 16.800.000,00 (enam
belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 6

(1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) diberikan setiap bulan terhitung mulai tanggal 1
Januari 2009.

(2) Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (2) disediakan dalam anggaran belanja Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang mulai
tanggal 1 Januari 2009.

Pasal 7

(1) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (2) dipergunakan untuk :

a. representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi
dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan
dan memasyarakatkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Pemalang kepada seluruh Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.

b. pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan
transportasi.

C. Kebutuhan lain, antara lain  untuk mengikuti upacara
kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan
pejabat daerah melakukan koordinasi dan konsultasi kepada
Bupati Pemalang, musyawarah pimpinan daerah dan tokoh-
tokeh masyarakat, menjadi juru bicara Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang dan pemberian bantuan
kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya
insidentil.
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(2) Dalam  rangka pertanggungjawaban  Belanja Penunjang
Operasional, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pemalang wajib menandatangani pakta integritas yang
menjelaskan  penggunaan dana  telah sesuai  dengan
peruntukkannya.

(3) Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Penunjang
Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2)
dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas yang
dilengkapi dengan rincian penggunaan Belanja Penunjang
Operasional.

(4) Rincian  penggunaan Belanja Penunjang  Operasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat kegiatan, tujuan,
penerima  (masyarakat/kelompok masyarakat) dan waktu
penggunaan dana vyang ditandatangani Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.

(6) Bukti pertanggungjawaban penggunaan Belanja Penunjang
Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan
kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang setiap bulan paling lambat
tanggal & (lima) bulan berikutnya.

Fasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan
Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2009.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Pemalang Nomor 4.A Tahun 2008 tentang Ketentuan Tunjangan
Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang dan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan Dawan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008
Nomor 4.A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Pemalang Nomor 69 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Pemalang Nemor 4.A Tahun 2008 tentang Ketentuan
Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang dan Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2008 Nomor 69). dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 16 Pebruari 2009

BUPATI PEMALANG,
"‘
LY
H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 16 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

SUMADI SUGONDO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2009 NOMOR 15.A



Menimbang

Mengingat

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR .o TAHUN 2009

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KETENAGAKERJAAN

BUPATI PEMALANG

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Pemalang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan
Ketenagakerjaan, maka agar dilaksanakan secara berdaya guna
dan berhasil guna maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Pemalang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan
Ketenagakerjaan;

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomar 3208);

3. Undang-Undang Momor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839):

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 4739, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoensia Nomor 4279);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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10.

i1,

12.

13.

14.

15,

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentaqg
Perbendaharaan Negara (Lembaran flegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tenting Pembentukqn
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambjahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4383);

Undang-Undzng Nomor 15 Tahun 2004 ten:ang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Kcuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4400);

Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomior 4437), sebagaimana telih beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang [llomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undar g-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Duerah (Lembaran
Negara Republik Indenesia Tahun 2008 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemr erintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Taliun 2004 Nomor
igﬁé;'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Uncdlang Nomor 13
Tahun 1950;

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Rejublik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lombaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tamahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Perat_uran Pemerintah Nomor 31 Tahun 2001, tentang Sistem
Pelatihan  Kerja  Nasional (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tshun 2007 tentang

Pengesahan, Pengundangan dan Penyebar uasan Peraturan
Perundang-undangan;
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-

16.

17.

18.

19

20.

21.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Ratifikasi
Konvensi ILO Nomor 88 mengenai Lembaga Pelayanan
Penempatan Tenaga Kerja;

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
Kep:48/MEN/IV/2004 tentang Tata Cara dan Pengesahan
Peraturan Peruszhaan serta Pendaftaran Perjanjian Kerja
Bersama;

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
Per.37/Men/2006 tentang Tatacara Pembentukan Kantor
Cabang PPTKIS;

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2005 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun
2007 tentang Polok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor
13);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupater, Pemalang ( Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang Tahur 2008 Nomor 12)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH HABUPATEN PEMALANG NOMOR 5 TAHUN
2008 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KETENAGAKERJAAN

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2008
tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan sebagaimana tercantum pada Lampiran

I Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Formulir Permohonan pengajuan Pelayanan Ketenagakerjaan yang meliputi :
a. Formulir Wajib Lapor Ketenagakerjaan;

b. Formulir Permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan;

¢. Formulir Permohonan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama;

d. Formulir Rekomendasi Izin Pendirian Cabang PPTKIS.

sebagaimana tercantum pada Lampiran II, I11, 1V, dan V Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Tanda bukti pembayaran Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan yang meliputi :
a. Retribusi pelayanan Wajib Lapor Ketenagakerjaan;

b. Retribusi pelayanan Pengesahan Peraturan Perusahaan;

c. Retribusi pelayanan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama;

d. Retribusi pelayanan Rekomendasi Pendirian Cabang PPTKIS,

sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
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Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku padea tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 25 Februari 2009

q PATI PEMALANG,
L

F HM. MACHROES/}/

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 25 Februagi 2CCG

SEKRETARIS DAERAH
%KABUPATEN PEMALANG,

H.M.SUMADI SUGONDO /i

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2009 NOMOR 18
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LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR TAHUN 2009
TANGGAL 2009

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR
TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KETENAGAKERJAAN

A. LMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi
Pelayanan Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk :

1. Memberikan acuan atau petunjuk bagi masyarakat dan badan hukum dalam
pelaksanaan Pelayanan Ketenagakerjaan;,

2. Untuk mengetahui kepastian hak dan kewajiban bagi Pengusaha, Pekerja dan
Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) sehingga
tercipta /ndustrial peace, vyaitu Ketenangan bekerja bagi pekerja dan
ketenangan berusaha bagi Pengusaha dalam meningkatkan produksi dan
produktivitas kerja serta sebagai upaya perlindungan bagi calon Tenaga Kerja
Indonesia (TKI) yang akan bekerja keluar negeri;

3. Sarana perbaikan syarat-syarat kerja di setiap perusahaan;
4. Memberikan dasar hukum  bagi  pelaksana pemberian  pelayanan
ketenagakerijaan;
5. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerzh (PAD).
B. PELAKSANAAN

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2008
tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Kepala Dinas
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kebupaten Pemalang dengan langkah :

*. Pendaftaran dan pendataan retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan;

2. Menerbitkan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD);

3. Mengadakan pencatatan/registrasi dan pelaporan;

4. Melakukan pembinaan dan pemantauan serta pengawasan.

C. TATACARA DAN  PERSYARATAN  PENGAJUAN PERMOHONAN  PELAYANAN
KETENAGAKERJAAN

1. Wajib Lepor Ketenagakerjaan
a. Persyaratan Wajib Lapor Ketenagakerjaan yaitu surat pemberitahuan /
laporan tentang pendirian / penghentian / penutupan / pemindahan /
menjalankan kembali perusahazn.
b. Tatacara Pengajuan Wajib Lapor Ketenagakerjaan sebagai berikut :

L.

Perusahaan melaporkan kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi tentang pendirian / penghentian [/ pemindahan /
menjalankan kembali perusahaan

. Perusahaan  menerime / mengambil blanko  Wajib  Lapor

Ketenagakerjaan di Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan
Pengawasan;

3. Pegawai Pengawas Ketenagakeriaan menjelaskan dan membimbing cara

pengisian blanko Wajit Lapor Ketenagakerjaan;



-
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4. Blanko yang telah diisi ditandangeni oleh Penuurus / Pimpinan / Pemilik
Pcrusahaan dan diperiksa oleh Pegawai Pegawas Ketenagakerjaan,
diketahui oleh Kepala Dinas Sos al, Tenaga Ki rja dan Transmigrasi dan
Kabupaten Pemalang

5. Secara berkala setiap tahun sekali Pengurus [/ Pimpinan / Pemilik
Perusahaan melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan.

.. ‘ungesahan Peraturan Perusahaan

&, Persyaratan Pengesahan Peraturan Perusahaar vyaitu perusahaan yang
memperkerjakan tenaga kerja sejumlah 25 (duc puluh lima) orang atau
lebih wajib membuat Peraturan Perusahaan,

b. Tatacera pengajuan pengesahan Peraturan Perusahaan sebagai berikut :

1. Dalam membuat Peraturan Perusahaan, Pengusaha terlebih dahulu
mengadakan konsultasi terlebih dahulu dengan para pekerja maupun
pegawal pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Kabupaten
Pemalang;

2. Membuat surat permohonan pergesahan Peraiuran Perusahaan kepada
Bupati Pemalang melalul Kepala Dinas Scsial, Tenaga Kerja, dan
Transmigrasi Kabupaten Pemalung;

3. Bilamana masa berlaku selama 2 (dua) tahur, telah berakhir dan telah
dirundingkan dengan para pekerja atau Serikal Pekerja (apabila sudah
terbentuk), maka Pengusaha wajib mengajukan Peraturan Perusahaan
yang baru untuk mendapatkan pengesahan.

-, *endaftaran Perjanjian Kerja Bersama

a. Persyaratan Permohonan Pendaftaran Perjanjiza1 Kerja Bersama adalah
perusahaan yang telah membentuk >erikat Peker]
b. Cara pengajuan permohonan Pendaftaran Perjanji. r Kerja Bersama :

1. Mcngajukan permintaan / permohonan pentbuatan dan pendaftaran
Perjanjian Kerja Bersama secara tertulis;

2, Pemualan Perjanjian Kerja Bersama untuk pertama kali, basis Serikat
Pokerja harus mempunyai anggota sckurang-kurangnya 50% dari
jumlah keryawan;

3. Dulam membuat Perjanjian Kerja Bersama, Pengusaha mengadakan
kensultasi Lerlebih dahulu dengan Serikat | ekerja maupun pegawai
pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan  Transmigrasi  Kabupaten
Pemalang;

4. Membuat permohonzn pengasahan dan pendaftaran Perjanjian Kerja
Bursama kepada Bupati Pemalang melaldi Kepala Dinas Sosial, Tenaga
Kerja, dan Transmigrasi Kebupatizn Pemalang,

5. Bilamana rnasa berlaku selama 7 (dua) tahun felah berakhir selambat-
lainbatnya 90 (sembilan pulu) bzri sebelumn: a telah dimusyawarahkan
ke mbali dengan Serikat Pekerja untuk Perjanj an Kerja Bersama periode
berikutnyea.

. 2enerbita Rekomendasi Tzin Pendirian Cabang PPTKIS

a. Persyaratan penerbitan rekomendasi [zin Pendirian Cabang PPTKIS adalah

1. Folocopi SIPPTKI yang telah dilegalisir;

2. Fotocopi aklc pendirian PP1KIS yang telah dilegalisir;

3. SK pengangkatan Kepala Cabang dan staf aleh Dirut PPTKIS;

4. Surat pernyataan tanggungjawab Dirut PPTKIS terhadap operasional
kantor cabang;

5. Surat pernyataan Dirut PPTKIS Lntuk memberikan kewenangan kepada
calon  Kepala Cabang untuk  memproses  dokumen  CTKI,
pemoerangkatan dan pemulanger TKI di Jawa Tengah;
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6. Fotocopi KTP dan KK Jawa Tengah;

/. Pasfoto berwarna calon kepala cabang ukuran 4x6 cm sebanyak 2
lembar;

8. Struktur organisasi cabang dan job description:

9. Daftar inventaris calon kantor cabang;

10. Surat keterangan domisili kantor cabang dari lurah / kades setempat;

11. Surat penetapan wilayah opearasional kantor cabang dari Dirut PPTKIS;

12. Surat kesanggupan memasang papan nama Kantor cabang;

13. Surat pernyataan kesanggupan menyediakan tempat penampungan
dan pelatihan atau keseciaan melakukan kerjasama dengan BLKLN di
Jawa Tengah;

b. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Produktivitas
meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen yang dipersyaratkan dengan
blanko ceklis yang disiapkan.

C. Apabila dinyatakan lengkap dan sah, Kepala Dinas Sosial, Tenaga
Kerja, dan Transmigrasi menerbitkan rekomendasi izin pendirian kantor
cabang PPTKIS;

d. Rekomendasi pendirian Cabang PPTKIS berlaku selama Cabang PPTKIS
melakukan kegiatan dan dapat dicabut sewaktu-waktu sesuai dengan
peraturan perundang-undangan vang berlaku

D. TATACARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

1. Cara Pembayaran Retribusi :

a. Petugas Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang
setelah  selesai  memberikan  retribusi  pelayanan  ketenagakerjaan
menyampaikan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) kepada
Pengusaha / Pimpinan perusahaan.

b. Semua retribusi yang wajib dibayar disetorkan langsung oleh pemohon
kepada Bendahara Penerimaan dengan menunjukan SKRD;

C. Setiap penerimaan retribusi, Bendahara Penerimaan memberikan bukti
penerimaan rangkap 2 (dua), dengan maksud lembar asli untuk pemohon
sedangkan lembar kedua untuk pengambilan bukti Wajib Lapor
Ketenagakerjaan, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, dan
Rekomendasi Izin Pendirian Cabang PPTKIS.

2. Cara Penyetoran Retribusi
Atas hasil penerimaan retribusi tersebut diatas, Bendahara Penerimaan
langsung menyetorkan ke Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Pemalang dalam waktu 1 kali 24 jam dengan menggunakan
bukti setor yang dibuat rangkap 5 (lima) sesual dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

3. Tempat Pembayaran
Wajib retribusi membayar retribusi pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan
Transmigrasi Kabupaten Pemalang.

E. TATACARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

1. Bupati Pemalang melalui Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
Kabupaten Pemalang berdasarkan permohconan dan hasil penelitian terhadap
Wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi.
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Z. Tatacara pemberian pengurangan, keringaran dan pembebasan  retribus
sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) adalah sebagai berikut :

a. Adanya permohonan secara tertulis dari Wajib Retribusi kepada Bupati
Pemalang melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten
Pemalang;

b. Surat permohonan harus memuat antara lain ;

- Tanggal dan surat permohonaii;

- Nama dan alamat lokasi usaha/badan:

- Nama dan alamat pemilik;

- Fotocopi SKRD

- Pengurangan pembayaran, keringanan dan pembebasan retriousi yang
dimohon

- Alasan permohonan

- Ditandatangani oleh wajib retribusi / pemohen.

F. PEMERIKSAAN

1. Bahwa untuk dapat memutuskan diterima atau tidaknya permohonan
pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi  perlu  dilakukan
pemeriksaan oleh Bupati Pemalang c.q. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan
Transmigrasi  Kabupaten Pemalanj yang hasilnya dituangkan dalam Berita
Acara Pemeriksaan.

2. Pemeriksaan dilakukan apabila diduga terdapat keterangan yang tidak lengkap
atau tidak benar.

3. Untuk keperluan pemeriksaan, wajic retribusi menyediakan berkas-berkas yang
berhubungan dengan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

G. PELAPORAN
Atas hasil pemeriksaan dan penyetoran retribusi dimaxsud, pada Dinas Sosial,
Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang selambat-lambatnya pada
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya wajib menyampaikan laporan kepada
Bupati Pemalang c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang dengan tembusan
kepada :
1. Inspektorat Daerah Kabupaten Pemalang;
2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelcla Keuangan dan Asect Caerah;

BUPATI PEMALANG,
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ttp /'/Jd pe ala g ab g.O d; LAMPIEAN T[ . PERATURAN BURATI PEMALANG
NOMOR TARHUN 2009
TANGGAL o 2009

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANU
DINAS SOSIALL TENAGA KERIA DAN TRANSMIGTRASI

BENTUIL LATORAN
Sebagalmena dimaksud pada Pasal 6 ayai (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1981

Tenitang
Whjib Lapor Ketenapricerjaan di Perusanaan

KODEFIKASI *)

1. Kode Wilayah 2. No. Pendaftaran 3 Tﬂhl;*"‘l' 4 Kode KLU] 5. Laporan »m:k—l,
(T 1] ool [l REEENNERE
KEADAAN PERUSAHAAN
1, &. Nama Perusahaan S P ¥ 01 T e b SRR
b, Alamat Perusahaan e S RS s SR
¢. Kode Pos R RS R R RS S R £ ORISR
d. No. Telp. Fex. R A S R R TR e
2. lenis Usaha i S Ve S BT T r——— e
3. a NamazdanAlamat
Pemilik Perusahaan e
b. NamedanAlama?
Pengurus Perusahaan N e S A S R A R e
4, a. Pendirian Perusahaan : Tanggal Buien | Tahu:L
[] CT1 I
b. Perpindahan Perusahaan : Tanggal Bulan Tahun
[ ] 1 7T T

3, Alamatlama B S B M e TR

*) Diisi oleh Petugas
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-1-
5. | Status Perusahaan : D Pusat, jumlah, cabang  : Di Indonesia
Di luar Indonesia E— "
D Cabang
6. Status Pemilikan :
D Swasta D Asing, Negara .., D Yayasan D Badar usaha lainnya
[] Persero [:I Perum D Koperasi
D Patungan dg. D Perusahaan Daergh D Perseorangan
Asing, NEgara .....eveiens
% Status Permodalan ; D PMDN D Swasta Nasional D Joint Venture
[] PMA
KEADAAN KETENAGAKERJAAN
B. Umum
Tenaga Kerja Kelompok Umur Hubungan Kerja Jumlah
Tetap Tidak Tetap
CPUH | CPUBR | CPUBL | CPUH | CPUBR' | CPUBL
> 18
WNI | Laki- laki 15 s/d 18
<15
> 18
Wanita 15s/d 18
<15
Laki - laki
WNA
Wanita
Jumlah
Keterangan :
PMDN Penanaman Modal Dalam Negeri
EMA Penanaman Modal Asing
CPUH Cara Pembayaran Upah Harian

CPUBR : Cara Pembayaran Upah Borongan

CPUBL

Cara Pembayaran Upah Bulanan




hitp://jdih.pemalangkab.go.id/

3z
Wiklu Keria
Lebil lama dari 7 atac § jam/har dan 40 jam/
D 7 jam/hari dan 40 jam/minggu D minggu kurang dari | jam per hari
D 8 jum/har dan 20 jam/minggu
D |2 jam/had dan 40 jam/minggu D Kurang atau sama deigan 24 jam/minggu
D 12 jamvhari selama 10 hari tends menerus D Kurang atau sama dengan 20 jam/minggu
D 12 jam/hari scidma 14 hari terus menerus
Pengaunaan Alat dan Bahan
() Pesawat Uap { ) Instalasi Listrik ( ) Bahan seracun dan berbahiya
( } Pesawat Anglat { | Instalast Pomadam Kebakaran j Turbin
{ ) Pesawal Anghut { ) PenyalurPeth ( ) Botol I ya
[ ) Pesawat Lainnva { | Fembangkit Listrik ( ) Peranc ih
( ¥ Alat-alat berat { ) Lift ( ) Bahan ladio Akt
{ ) Metal { 1 Bejanalesun
!

Limbah Produksi
a. Limbah Produksi : D Padat D Cair I:lGus
b. Instalasi Pengolah Limbah - D Ada I:I Tidak Ada
¢, Amdal ) I:I PernahAd: [:l Tidak Pernah

d. Sertifikat No. LT ]
langgal I:I:l Bulan !:'j Taliun ':D:I:l

Pengupahan

a. Jumlah upah seluruh pekerja yang dibavarkan @ Rp

b. Tingkat upali tertinggi R s s

¢. Tingkat upal: terendah 4 LSS ——————

d. Jumlah Pekerju Penerima UMR : smnmaasstesmeeran OINE (s 95)
Punjangan Hari Rayva Keagamaan ; I:l I Bulan Upah I:l =1 Bulan Upah

Bonus / Gratilikast : D I bulan gaji [:r > | bulan gaji D < | bulan gaji
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§.| Fasiliras Perusahaan
a. Tasilitas Keselamatan & Keseliatan Kerja
|:| P3K |:| Dokter Pemeriksa I:I Paramedis
D Poliklinik |:| Ahli / petusas I3 D Regu Pemadam } ebakaran
b. Fasilitas Kesejahteraan
I:I Koperasi Karyawan D Sarana lbadaly I:[ Olah raga dan Ke senian D TPA
|:I Unit KB Perusahaun I:I Pertunahan Karvawan D Kantin
9. | Jaminan Sosial Tenaga Kerja { Jumsostek )
4. Mulai menjadi peserta Tangeal D:I Builan D:l Tahun I:l:[:l:]
b. Nomor Fendallarun J | I | | | | I J |
¢, Jumlah Peserta Tenaga Kerja L I [ ] [ [ ] Keluarga | [ I I | I | i
d. 1 Jaminan Kecelakaan Keria 1. A B C
2 Jaminan Kematian A B s
3 Jaminan Hari Tua A 13 C
4 Jaminan Pemelibaraan Keschatan A B C
10.| Program Pensiun
[:l Dilaksanakan oleh Dang Pensiun Pemberd Kerja
D Dilaksunihan oleh Dana Pensiun Lembaga Keuungan
11.]  Perangkat Hubungan Industrial
4. Perangkat Hub. Kega ] K HEL [] ks
b. Perangkat Organisasi Kelenagakerjuan
[ ] Biparit []spre []uk spsi [ ] P2k3 [ ] Apindo
Keterangan :
A i Badan Penyelenggara adalal PT. JAMSOSTEEK SPTP Serikal ’ekerja Tingkat Perusahaan
B ¢ Badan Penyelenggara adalah selain PT, JAMSOSTEK UK SPS] Unit Ke jja Serikat Pekerja Seluruh
C : Ditanggung sendir Indones a
KKB Kesepakatan Kerja Bersama P2K3 Panitia I :mbina Keselamatan dan Keschatan -
K Perjanjian Kerja Kerja
PP Peraturan Perusahaan Apindo Asosias Perusahaan Indonesia
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12, | Rencana Pekerja vang Dibutuhkan Ralam 12 Bulan yarg Axan Datang
a, Jumlah = e prang ¢ L 3 Crany M3 s rang
b, Rincian Rencuna Kebutuhan Pekerja 12 Bulan yang Akun Datang
Wi Kade *) Perclidikan [ TUBUNGAN KERIA
Jabatan ™ ' i .
SD |SMIPISYTA| D3 | S | Jumiah WNI WNA PENCA
Tetap | Tid x| Tetap | Tidak | Tetap | Tidak
Teu p Tetap Tetap
11| |
13. | Pekerja 12 Bulan terakhir
a. Jumlah peketja = .icieiinnins orampy L swisass Orang W s Orang
b. Rincian Keberadaan pekerja dalam 12 bulan terakliir
L]
Nama Kode *) Pandidikan JUBLINGAN KERJA
Jabartan
S0 |ISMTPsM 1A D3 Jumlah WNI WA PENCA
Tetap | Tid | Tetap | Tidak | Tetap | Tidak
Tetip Tetap Tetap
1]
14, | 4. Jumlah penerimaan Pekerja selama 12 bulan terakhis wie OTANE
b. Jumlah Pekerja yang bethenti selama 12 bulan terakhic 3 wuvissseen e orang
13. | Program Pelatihan
a. Program Pelatihan bagi Pekerja D Ada D Tidak
b. Program Pemagangan D Ady D Tidak
c. Fasilitas Pelatihan I:l Ad I:i Tidak
d. Program Pengindunesiaun D Ady D Tidak

) Diisioleh PETUGAS

PENCA ; Penyandang Cacat
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- b -

( Dirinel menorat kejuruan )

16. | Percacanaan Kebutulian Latihan Bagi Pekera Menurut Kejuruan

Kejuruan

Kaode *) Jumnlah Peserta

.................................................

....................................

...................................

...................................

...................................

Jumlah

D. PENGESATAN

1. Demikian dibuat menurut ke.idaan sebenarnya
(tanda tanga: )
Pengurus £ Pemilik P rusahaan
& a, Telalterdafiar di d). diwajibkan mend; ftar kembali
Tanggal  Bulan Tahun
b Nomor Pendaltaran D:l L I ] | [_l i I
¢. Tanggal D:, Bulan D____] Tahun DID
3.
Pemalang, ........
KEFALA DINAS SOSIAL, TEHIAGA KERJA, DAN
TRANSMIGR \SI
KABUPATEN PEMALANG,
Catatan :
1. Warna Putih untuk pengusaha
2. Warna Kuning untuk arsip
L

. MACHROES //
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LAMPIRAN IIT  : PERATURAN EJPATI PEMALANG
NOMOR TAHUN 2009
TANGGAL 2009

PERMOHONAN PENGESAHAN PENDAFTARAN PERATURAN PERU >AHAAN (PP) /
PENDAFTARAN PERJANIIAN KERJA BERSAMA (PKE )

Nomor : Kepada
Lampiran ; Yth. Kepala Dinas Scsial, Tenaga
Kerja, dan Transmigrasi
Perihal : Pengesahan PP/ Kabupaten Pem ilang
Pendaftaran PKB di- Pemalang
Baru

Perpanjangan | |
Pembaharuan

Bersama ini dengan hormat kami mohon Pengesahan Peraturan f erusahaan (PP) /
Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) *) sesuai dengan Ksputusan Menteri

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep-48/Men/IV/2004, UU Nomor 13 Tahun
2003 dengan keterangan-keterangan sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan
2. Alamat Perusahaan
3. Tahun berdirinya Perusahaan
4. Sektar / Jenis Usaha (KLUI)
5. Status Badan Hukum
6. Status Permodalan/Fasilitas
7. Penanggungjawab Perusahaan
-Nama
- Alamat :
8. Jumlah Pekerja : WNI i L3 W :
WNA i e W :
TOTAL :
9. Jumlah anggota Serikat Pekerja
Unit Kerja =5 W JML :
10. PP / PKB ini meliputi berapa
perusahaan

11. No. Pendaf.Keanggotaan APINDO
12. No.Pendaf.Kepesertaan Jamsostek :
13. Jml Pekerja/Karyawan/Pegawai yg
dipertanggungkan ke Jamsostek =~ : L : W : JML :
14. PP/PKB ini dimohon berlaku selama :
15. PP/PKB yg lalu berakhir pd tanggal :
16. Besarnya Upah Pokok Minimum :

*) Coret yang Lidak perlu

MENGETAHUI Pemalang,
Pengurus SP/SB Unit Kerja Pemohan,

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Pimpinan Perusahaan

BUPATI PEMALANC,
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LAMPIRAN IV 1 PERATURAN 3UPATI PEMALANG
NOMOR TAHUN 2009
TANGGAL 2009

PEMERINTAH KABUPETEN PEMALANG

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI
Jin. Jend. Gatot Subroto No.35 Telp.0284-321278. 322104
PEMALANG - 52319

Namaor
Lampiran
Perihal

1.

2.

3.

Pemalang,
Kepada Yth.
' /
: 1 (satu) bendel Kepala Dinas Ter aga Kerja,
: Rekomendasi Pendirian Kantor Transmigrasi dar. Kependudukan
gabang Pl usivimesioisiy Provinsi Jawa Te1gah
¢.q. Kabid Penemn patan Tenaga
Kerja dan Tiansmigrasi
di Semarang
I.LDASAR:

Undang - Undang MNomor 39 Tahun 2004 tentang Fenempatan dan
Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

Keputusan Menter] Tenaga Kerja dan Transmijrasi Nomor 104.A/
Men/2002 tentang Perempatan Tenaga Kerja Indor esia ke Luar Negeri;
Surat Bireklue WBma PIT, uivmisasin diiibiinsmmets - matsreisemaenynrnsarameos e
Alamat ...ocoveiinnnnn,

MEDTIOF s vaivesnsaimimna

Tentang ..

II. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka permohonan izin untuk

mendirikan Kantor Cabang di wilayah kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja,

dan Transmigrasi Ksbupaten Pemalang, setelah diadakan penelitian,

dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak keberatan PT. ..cccceeenn diberikan izin
untuk mendirikan Kantor Cabang dl wHyah kerja Dlnas Sosial, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi' Kabupaten Pemalang;

2, Tidek Kkeberatan 5dr. ...ciicissisisiciisee GitUnjuk
sebagai Kepala Kantor Cabang.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas kerjasamanya disampaikan

terima kasih.

KEPALA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA,
DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PEMALANG,

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Dirjen PPTKLN Depnakertrans RI di Jakarta;
2. Bupati Pemalang;
3. Kepala BP3TKI Jawa Tengah di Semarctng,

4. Sdr. Dirut PT. ,

di. .

5. Sdr: Kepala Cabang
o I

6. Sekretaris Dmas Sosmakertrans Kab Phn'mlanq_ ¢

o UPATI PEMALANG,

( =3

4

HM. M CHROES //
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LAMPIRAN IIT  : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR TAHUN 2009
TANGGAL 2009

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

Tanda Bukti Pembayaran Biaya Pelayanan / Perizinan Ketenagakerjaan

NG RESISEBE e i s i e e s iy v S S e S da e’
Telah Terima Dari o ovvveiiiiiiiiiiiiiie e as e s s s s s s s asssassssrsnsnonsnnes
Uang sejumlah R s e R R e R e e e
Terbilang o

Atas Nama

.............................................................................

Pemalang,
Petugas,
boinnin i i senanie )
*) Guna membayar pengganti biaya :
Wajib Lapor Ketenagakerjaan Pendirian Lembaga Latihan Swasta (LLS)

Pengesahan Pe-aturan Perusahaan

Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
Rekoriendasi Pendirian Cabang PPTKIS

BUPATI PEMALANG,

™ d
HM. MACHROES /#7




